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Menimbang

Mengingat

=

BUPATI BANYLUMAS,

banwa dengan telali dilukukannya penataan
selembagaan Perangkm Daersh di Lingkungan
Pemer intah Kabupatzn Barvumas, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomeor Y Tahun 1999
tentang Retribusi Pasar perludisesuaikan:

balws EI:‘.i'Iui:Iullgiul d:ngun hal rersebu; diatas,
perlu mengalur kembali Rewibusi Pasor dengen
Peratpran Daerah,

Undang-undang Nomer 13 Tabun 1950 temtang
Pembentusan Dasreh-dacruh Kabupaien Dalem
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomar 18 Tahun 1997 (entang
Pajak Daerah dan Retritus Daerak (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tafun 2000 Nomor 246,
Tembahsn Lembaran Negara Nomor 4048);



Menetapkan

Undang=undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintohan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomar 60, Tambahan | embaran Mepara Momor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tohun 2001 ‘cntang

Eciribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000

E-l]nfémr 119, Tambahan Lembaren Negam Nomor
)i

Keputusan Menter: Dalam Negen Nemor 174 Talun
1997 tentang Pedoman dan Jata Cam Pemungutan
Retribusi Naerah;

Keputusan Meanter: Dalam Negen Nemor 175 Tahun
1997 |entanp Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Dacrah:

Keputusen Menteri Dalam Negeri Nemor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Tenis-jenis Retribusi
Daerah Tinpkat | dan Daerah Tmgkat 11

Peraturan Dacrah KabupatenDazrabh Tingkm T
Banvumas Momeor || Tahun | 985 tentang Perunukan,
Peagungkatzan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawar Negeri Sipil Schagai Tenyidik pada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat || Banvumas
(Lemburan Daemh Kabupsten Dasrah Tingkar 11
Banyumas {ohun 1 986 Nomor 5 Seri D)

Denpan Persetujmn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BANYLIMAS
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PASAR

BAD |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Lialam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

.
2.

3.

Daerahadalah Daerah Kebupaten Banyumas:

Pemeriniah Daerah adalah Pemeniniah Kabupaten Banyumas;

-

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yany selanjuinya disingkat DPRD
sdalah Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Banyumas,

Bupati adalah Dupati Bany umas:

Dinas adalah Dinas yang mempunyai Tugas Pokok dun F i di
bidang Pengelolaan Paser; s

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas vang bertanggungjawab terhadap
Penpelolbaan Pasar,

Pasar adelah tempal yangz diberi batas terienn dan terdiri atas

pelataran, bangunan berbentuk Ruko (Humah Toko), Toke/Kics, Los,

le)uluman pasar dan fasililas Pasar yang dikelola/milik Pemerintch
aerh;

Bangunan Pasar adalah semua banpunan di Paser yang

digunakan/dipakai untuk berdagang;

Ruke (Rumah dan Toko) adalah banzunan tetan berbentuk el
dan toxo yang berada di Pasar; R =

Toko/kios adalah Tempat berjualan yang dibatasi secara permunen;

Los adalah Tempat berjualan dalam bangunan i i
o nerj g tetap tanpa dibatas



|2, Halaman / Pelataran adalah lapangan atay tempmt terbuka di dalam

13

14.

18,

19,

22

Pasor yang dipakai unik memperdagangkan barang dan/atau jasa;

Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoir lapan -
J _ i ; zan dan tem
tempat lain yung berada di luar pasar; =

Fasilitas Pasar adalah bengunzn di Pasar yang dipergunakan untuk
sarana penunjang kegiatan di Pasar;

Tempat Bnng_lcar muat adalah tempat yang diperounakan untuk
kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan harang;

. Jalan Masuk adzlah jalan yang menghubungkan Falan | mum dengan

Pasar;

Pedagarg adalah setip orang atan badan hukum yang melakukan
kegiatan menawarkan dan menual barang dan/atau jasa,

Retribusi Pasar yang selanjuinya disebur Retsbusi adalah Pungutan
Daerah ates jasa yang telah diberikan oleh Pernesinah Daerah, kareny
menyelengparakan kegiatan usana jual beli di Pasar-

landa Pembayaran Retsibusi adalah Tanda / bulkti pembayaran
Rerribusi

. Temnak adalal iemak besar, tamak kecil dan ungeas;

Surat Pemberitahuan Retribusi Dacrah yang selanjunya disingkat
SPTRD adzlah Surat yang dipergunakan oleh Waiib Rembusi unmk
mclaporkan perhitungan dan pembayoran yang terutang menurut
Peraturan Retribusi;

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan VERE menurut
Peraturan  Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembuyaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribus: tertentu;

29,

(1)

- Musa Retribusi adalah suaw jangks wakiu ertentu yvang merupaken

bates wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa den
perizinan tertentu dar Pemerintah Daerah;

- Surul Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjmnya disinghal SKRED

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarya jumlah Retribust
terutnng;

. burat [agihan Retribusi Dacrah yang selanjutnyadisingkat STED ¢

acalzh Surat untuk melskukan tsgihan Retribus: dar/otau sanks
aclministrasi berops bunga dandatan denda;

. Bural Setoran Retribusi Dacrah yang sclanjutnya disingkat SSRD

adulah Tanda bukt] pembayaran Ratribusi;

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Dayar yang selanjutrva

disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yvang menentukarn jumlch
kelehihun permbayarn Rewibusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih
besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya teratany -

. Surat Ketetapan Rewribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan yang

sclanjutnya disingkat SKRDEBT adulah Surat Keputusan yang
menetapkan tambahan atas jumleh Retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Keputusan Kebermlan adelah Surai Keputusan atas keberaan
terhadap SKRD, SKRDBKT. SKRDLD, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga vang dilokukan oleh Waiib
Relribusi.

BAR LI

ORYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Masal 2

Dbyek Retribusi adaluh -

a. pelayanan penyediaan Bangunan Pasar berupa Ruki, Toko/Kios,
Los, Plataran Pasar dan fasilitas Pasar,

¥



b. bangunan Pasar berupa Ruko, Toko/Kios, dengan status Hak
Grma Banpunandiztas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah:

c. TempatUmum
(2) Tidek termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penvedipan
fasilitas vang dimiliki dan/atau dikelala oleh piliak Swasta maupun
Perusahaan Deergh kecuali obyek retnbusi schagaimena terschut
dalamayvat{1) hurufh.
Pasal 3

(1) Subyck Rctribusi adalah Ovang Pribadi atan Badan Vans
menggunakan pelayanan Bangunen pesar dan fasilitas Pasar

(27 Wajib Retribusi adalah Orang Pribudi atay badan vang diwajibkan
untuk membayar Retribusi.

RAR I
GOLONGAN RETHIBUS]
Pasal 4
Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum,
BAB 1V
CARA MENGUKI/R TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal §
Pedageng yang berdagang dipasas avau ditempat umum dipungu: Retribusi.
Fasal 6

(1) lingkat penggunaan jasa berdasarkan Luas, Jenis Temput, dan Kelas
Pasaryang digunakan.

()

(3)

(4)

(1)

()

(1

(2

(3)

Besarmya Tarip Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayal {1),
tersebut dalam | ampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan daci
Peraturan Dacrahini,

Dalam hal Bangunan Pasar dan/atau Fasilites Pasar adalah
merupakan hasil kerjeesma dengan Pihak Ketigs, maka kepada
Pedagang yang menggunakan Rangunan Pasar berupe Ruko,
Toko/Kios, denpgan status Hak Pakai atau Hak Ciuns Aangunan diatas
Hak Pengelolaan Pemerintah Dacrah dikenakan Retribusi sebesur ¢
sebagaimana dimak s dalamayat (2);

Pedagang yang menyimpan dagangarmya pads malam hari didalam
Pasar dikenakan pungutan Ketribusi Tambahan sebesar 25 % (dua
puluh lima perseratus) dari Retribusi sebzgaimana dimaksud dalam
avat(2). '

Pasal 7

Retribusi dipungut denysm menggunakan SKRD atau dokumen lain
vangdipersamakan dan SKADBET.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal § dipungut bersama-
sama dengan pungutan lain.

Fasal §

Pemungutan Retribusi Pasar dan pungwian Jain dalom Pasar
dilakukan sccara harian dan‘atau bulznan.

Dhalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran
Retribusi oleh Wajib Retribusi harus sudah sclambat-lambatayva
tanggel | 0dari bulan yang bersangkutan.

Retribusi yang dipurgut secara bulanan mulai dipungut terhitung
scjak hulanditerimanya izin Penempatan.



Pasal 9
(1) Atas pungutan Retribusi Pasa diberikan tanda buk(i permbuy saran yang
berbentuk Surat Setoran Hetribusi Doerch (SSRDVDokumen Inin
(earcisden kuitansiy.

(2} Bentuk, ukuran, warma dan isi tanda bukti pembavaran sebagaimann
dimaksud dalamayat {1 ydiatur lebib lrnjut dengan K eputusan Boapat.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN
RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Retribusiterutang dipungut di pasar.

(2) Desarnya Retribusi terutang dibitung dengan cara mengalikan tarip
sebagaimana dimaksud pada Pasal b avat (2] dengan luas pemakaian
danpenggunaan jasa pasar

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Paxal 11

Masa Retribuci adalah jangka waktu yang lamanya | (satu) bulan atau
ditetapkan lein olch Bupati.

Pasal 12

Seat Remwibusi Terutang sdalah pada sast diretapkannye SEKD atau
dokurmnen laim yang dipersamakar.

Pasal 13
(1) Setap Wajib Ketribusi wajib mengisi SF1 KD,

(2) SPIRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap sertz ditandatangani oleh Wajib Retribusi
atau Kuasanys.

(3) Bentuk den tata cara pengisian SFIRD diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati,

BAB VII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14
{1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
Bupati atau Pejabat yvang ditunjuk menstapkan Retribusi Tenstang
Jenganmenerbitkan SKRD, \

(2)  Dalam hal SFTELD udak dipenubi oleh Wajib Retribusi schagaimana
mestinyamaka diterbitkan SKRD secara jubatan.

(3} DBentuk danist SKRD dite:apkan dengan Kepuiusan Bupati.
Pasal 15
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditzmukan data baro dan/atan data
yang semula belum terungkap yang menycbabkan penambahan jumlah
Retribusi terutang maka dikeluarkon SKRD tnmbahan,
BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pazal 16

(1) Pembayaran Retribusi Terutang wajib dilunasi sekaligus.



(2)

Eetribusi terutang dilunas) selambat-lambatnga 15 [ima belas) hart
sejak diterbitcannya SKRD atay dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDDKT dan STRD.

Tata Cara Pembayaran, Penvetoran, dan Tempat Pembayaran
Remihusidiatur deagan Kepumisan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakiunys atau
kurang bayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 %
{dua perseratus) setiap bulan dan Retribusi terutang atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(1)

(2)

(3)

BAR X
TATA CARA PENAGIIIAN
Pasal 18

Surat Teguran atau Sural Peringatan atau Surat lain yang sejenis
seboga awal indakan pelaksanoan penazihan Ketribusi dikeluarkan
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dala jangka wakta 7 (tujul) har] setelal tangga] Surat Tepuran atau
Sural Peringatan atau Surat lain yang scjenis disampaikan, Wajib
Eetribusi harus melunasi Retribusi yvang terutang,

Berdasrkan SKRD  atan Dokemen lain yang  dipersamakam
SKRDBKT, STRD, dan Swrat Keputusan Keberatan yang
menycbabkan jumlah Retribusi vang harus dibayer bertambah, yvang
tidak atau kuranp dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melatul
Badan Urnsan Pivtang Lelang Negara (BLUPLN)

1

(R}

(2}

(3}

i4)

il

fenagihan Retribusi melalui DUPLN dilakukan bérdasarkis
Peraturan Perundang-undangan yeng berlaku,

Dentux-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksinaan
penagihan Retribusi ditetapkan dengen Keputusan Bupati

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 19

Bupati dapat memberikan keringanan pengurangon, dan pembebasan
Retribusi.

Keringanan dan Pengurangan Retribusi sehagaimanas dimaksud
dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi.

Pembebasan Retnibusi sebapaimana dimaksud dalam ayal (1)
diberikan dengan memperhatikan Fungsi Oby ek Retribusi,

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan
Retrihusi diatur lehih lanjut ﬂmig,auﬁ,q_m:lu:.an Bupati

BAE XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, setzlah
melampau! jangka waktu 3 (iiga) tahun sejak saat ermangnya
Retribusi, kecuali apabila Wagib Retribusi melakukan Tindak Pidana
di bidang Retribusi.



(2)

Kedaluwsrs penagihan Retribust sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wrtangguh apabila :

a.  diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. ada pemgakuan Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB X111

TATA CARAPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGI/RANGAN,

(1)

(2)

(3)

KETETAFAN DAN SANKSI PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
a  pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya
tcrdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapin
Peraturan Peruncang-urdangan Retribusi dacrah;

b, pengwangm atau penghapusan sankst administrasi barupa
bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karenakekhilafan Wajib Retribusi atau bukan
karena kesalahannya,

c. pengurengan atau pembatalan ketetapen Retribusi yang tidik
benar.

Fermohonan pembeiulan pengurangan ketetapar, penghapusan atac
pengurangan administrasi atau pembatalan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajih Betribus:
kepada Bupati, atau Pejabar yvang diunjuk selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) har scjak tanggal diteriranys SKRD dan STRD dengan
membernkan alasan yang j¢las dan mendukung permohonannya.

Bupati aizu Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak
Surat Permohonan sehapaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima,
sudah harus mamberikon Keputusar,

12

(4)

(1)

(2)

(3)

(4]

()

(6)

Apabiia setelah wakw 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam
ayat |3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan,
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminisiras: dan Pembatalan
dianggapdikabulkan

BAR X1V
KEBERATAN
I'asal 22

Wajib Reiribusi dapat menpajukan keberatan hanya kepads Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk stass SKRD atan dokumen lain yang
dipersamakan. SKRDKDT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara terulis dalam Bahasa [ndonasia dengen
disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal Wapub Retribusi mengnjuken atas Ketctapan Retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan
Retribusi tersehaot

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiv paling lama 2 (dua)
bulan sejak wnggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan,
SKRDKRT, dan SKEDLB diwerbitkan, kecuali apabila Wajib
Retribust tertentu dapat menunjukkan hahwa jangk s wako it ridak
dapatdipenahi karena keadaan dilvar kekuasaannya.

Keberntan yang tidak memenuhi persyaratan sebapaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehungga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewnphan membayar Retribust
dan pelaksanazn penagihun Retribusi.



()

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 23

Hupat: atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka wakiu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harcs memberi
Kcputusan atas keberatan yang dizjukan,

Keputusan Bupalj atas Keberatan dapa: berupa menerima seluruhnya
atau schagian. menolak sitau menambak besarnya Retribusi yang
terutang.

Apabilz jangka wakiu sehngaimara dimaksud dalam ayat (1) telah
lewat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan,

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajih Retribusi dapat
menggjukan Permohonan Pengembalian Kclchihan pembayaran
Retribusi kepada Bopati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama € (enam) bulan sejak
diterimanys Permohonan  Pengembalian Kelebihan pembayaran
Retribusi, schagaimana dimaksud dalam ayat (1), hans memberikan
Keputusan,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam aval (2) telah
dilampzui dan Bupati tidak memberiken suatu Kcputusan, maka
permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi
dienggap dikabulkan dan SKRDLB heres diterhitkan dalam jangka
waktu paling lama | (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,

Kelebihan Pembaynran Retribusi scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1) langsung diperhitungkan unwk melunasi terlebih dabulu uiang
Retrbusi tersebut.

4

(3)

{0}

iy

(2)

13)

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi schagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakikan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiza) bulan sgjak diterbitkannya SKRDLD.

Apabils Pengembalian Kelehihan Pembayaran Retribus: dilakukan
seiclall lewat jangka wakin 2 (dus) bulen, Bupati memberikan
imbalan berupa bungs sebesar 2 % (dua perserains) sebulan atas
keserlambatan Pembayvaran Kelebihan Ketribusi.

Paxal 25

Permchonan Pengembalian Kelebikan Pembayaran retribusi digjuban
sccara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangrya
menychutkan

n  MNomadanalamat Wajib Retribusi.

b, MasaRetribusi;

v Besamya kelzbihan pembayaran;

d. Alasanyang singkat danjelas.

Permohonan Pengembalion Kelckikan Pembayaran Retribusi
disampaiken secara langsung ataumelalui Pos Tercatat.

Buxti penerimaan oleh Pejabat Daeral atau pengiriman Pos tercatat
merupakan bukti sant permohonan diterima oleh Dupati.

Pasal 26

Pengembalien Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perinizh Membavar K elebihan Retribusi.

Apabila Kelebihan Pembaysren Retribusi diperhitungkan denpan
utang Retribusi lainnya scbagaimana dimaksud pacdia Puasal 24 ayat ()
pembayaran dilakukan dengan cara permindah bukuan dan bukti
pernindzh bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



h,  Mewmotret s : . "
BAB XVI Rt D e desgen Tk P

PENYIDIKAN i Memanggil crang untuk dide k gann iperiksa
. ngar keteran dan d
24 colie schagai iersangka atau saksi; 2 7
AsH

: e Y = Y ; - Menghentikan penyidikan;
(1) Pejabat Pegawai Negati Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Neersh diberi wewenang khusus sehagai Penyidik untuk melabukan k. Melakukan tindakan lnin yang perlu untuk kel i
Penywdikan Nindak Pidanadi bidang Retnbus: Doerah. Tindak Pidana di bidung Rﬂlribpiilzi Daerah &Tﬂﬁ?xﬁ?ﬂ '
dapat cipertanggung jawabkar.

(2) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud dalam avat (1) adalah
(1) Penyidik scbagaimana dimsksud dalam avat (1] memberitahukan

a.  Mevenma, mencen mengumpelkin dan meneliti Eeterungan dimulzinya penvidikan dan menvampai i ks
alwit laparen berkengan Gengan Tindak Pidans & bidang Rotribus Yol Pl tinos s e i ﬂmfﬁluuméﬁ L Joyidnank
I;a;m]h apar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tevlany Hukum Acara Pidana,
jelas;
BAB XVII
b Meneliti, mencari dun mengumpulkan kelemngan menpenai
Drang Pnbadi atau Badan tentang Rebeneran perbuatan vang KETENTT AN PIDANA
dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Dasrah
tersehut. Pusal 28
. Meminta keterangan dan hahan bukti dani Orang Pribadi st (1) Wajib Retribuesi yang tidak melakeanakan kewnjibannya schingga
Badan schubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi marugikan Keuangan Dacrah diancam Pidana Kunmgan'pgjing lama
Dazrah; fi (=nen) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi
yang terutang.
d. Memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokomen-dokumen
lain berkenaan dengzn Tindak Pidann dibidang Retribusi Duerah; (1) é,il'lldﬂk Pidana scbuguimana dimaksud dalam avat (1) adalah
elanggaran.
e. Melakukan penggeledahan untuk tkan bshan bukii
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen Jain, serla BADB XVIHI

melakukan penyitaan terhadap behan bukti tersebut;
. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangko pelaksannon tuges

KETENTUAN LAIN-LAIN

penvidikan tindak pidana di bidang Ratribusi Daerah; Pasal 29
g Menyuruh berhenti don melarang sessorang meningealkan Pedagang yany berdagang di Pasar atau di Tempat Umum dipunput
rusngan ateu tempet pada seat pemeriksaan seding berlamgsung Retribusi Sampah scsuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa berlaku.
sebegaimana dimaksud pada huruf'c;
7
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Pasal 30
Semua hasil pungutan Rewribusi disetor secara bruto ke Kas Daersh,

BADB XIX

KETENTUAN FENUTUP

Pasal 31
[lal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Duaenih ini, sepanjang
mengenai pe ya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati

Pasal 32
Dengan  berlakunya Peratwran Daerah i, maka Peratoran Daetah
Kabupaien Banyumas Nomor 9 Tahun 999 tentang Retribusi Posar
dinyatekan tidak berlaku lagi,

Pasal 33
Peraturan Dyerah ini muls berlubou pada tanggal diundanpkan,

Agar sctiap orang dapat mengetabuinya, memerintahkan
Penpundangan  Perwuran Daersh ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daersh Kabupaten Banyumas,
Ditetopkan di Purwokerto
pada tangpal 30 Juni 2003
LIPAT] hé\WUMA.S
rd.
ARISSETIOND
Diundangkan di Purwokerio
Pada I Juli 2003
EKRETARIS DAERAH KEABUPATEN BANYUMAS
Fc]a!-:mlf Tugas,
I
IMAM DURDRI
Wekil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMASNOMOR 1 SERIC

| B

Lampiran : Persturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi

Posar
TARIF RETRIBUSI PASAR
Mo. URAIAN RLAS | |KLAS I [KLAS I“IKLAS 1
1, | Rukodu’ b
a. Milik Pemda Hp. 300,00| Kp. 250,00 |Rp. 200,00 | Rp. 150,00
b, HCGAHak Piik Ep. 100,00 Rp. 75,00 Ep 30,00|Rp. 2500
2 | Toko/kios per m'iarl
a, Lantad bewah
| - mattik Pemia Rp. 250,00 Rp. 200,00 | Rp 150,00 Ro. 125,00
- HGR/Hak Pakni Reg. 75.00|0p. 50.00|0p. 2500\ Ra. 25.00
b, Langai atos ;
= Pk Pamda Ep. 200,00 | Rp. 130,00 | o 125.00] Roo 100,00
- HGD/Hlak Pakai kp. o000 [kp. 40.00[Rs 2000/ Ka 20,00
Los per ' /hari Ep. 200,00 Fp. 17500 |Ro 150,00 Rp 100.00
Hatfaman passrfiempat dasoran | Ep. 200,00 {Rp. 150.00 |Ro. 125.00] Ro. 100,00
mar hartpedagang per m ' thary
b Tempet nmum perhar per
pedagang
w Kl Rp. 200,00 | Ep. 200,00 | Rp. 200,00 | Rp, 200,00
b, Besar Kp. S0 () H[‘I 20000 (1l R[! A0 00 R[‘ﬂ S0
€. | Bonghksr mual dalam paser’  |Rp. 150,00 Rp 100,00 Rp. 75,00 Rp. 50,00
korung/ potong/ckor
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Mo. URAIAN KLAS 1 |KLAS IT|KLAS IT[KLAS IV
7 | Tempat Penjialan Hewan
p. Kerbau, Sapi, Kudatizp Bp. 1200000 Bp. 1300,00) Rp. 1500,00] Rp. 1500,00
ekor/ per hari
b, Kambing, Domba tiap Rp 200,00fHp, 500000 R 300,00 Rp. 500,00
ekt fper Lari
& Unggas tiap ekorhari p, 100.00]Fp. 10000] Rp. 190,00 Rp. 10000
minimum 5 ekor (oiasuin) | Coninimum | feirieen) | godminm )
R, 250.00]Rp. 250,00{Rp. 250.00|Rp. 250,00
8 | Fasilitas Pasar lainnya:
1. Penitipan Sepeda Motor Rp. S00.00)Rp, 00001 Rp. 530,00 Rp.  S00,00
b. Penitipan Sepeda Rp. IOC00|Ep. 20000fHp. 200001 Kp. 200,00
o, Parkor moda 4 Rp, 50000} Rp. S00.00]Rp.  SH000|Rp. 500,00
d. Parkir roda 2 Rp. 200.00]Rp. 200.0C[Rp. 200.00{Rp. 200,00
g. WC Rp. J0C00)p. 300.00fRp. 20000| Rp 2um.m|
DBUPATT BANYUMAS
. td.
Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

.

IMAM DUROR]

Wakil Bupati

ARIS SETTOND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERIC
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